BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR %0 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Ketentuan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pimpinan / Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bungo perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap pengaturan perjalanan dinas

sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati
dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 26 Tahun
2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755\
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44338);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan
Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan



Menetapkan :
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
2168 1 '

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12 )
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN / ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Bungo Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan /
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo ( Berita Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 28 ) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(1) Perjalanan dinas dilakukan untuk melakukan tugas yang sangat perlu
bagi kepentingan negara dan/atau daerah dalam rangka pelaksanaan

fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat;

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada svar (11 e 1malram fmem o tte e



A

(3) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan mempertimbangkan antara hasil

yang diperoleh bagi kepentingan negara dan/atau daerah dibandingkan
dengan biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
perjalanan dinas;

(4) Kepala atau Pejabat di lingkungan SKPD yang akan melaksanakan
perjalanan dinas harus mendapat izin / persetujuan tertulis dari Bupati.

(5) Kepala atau Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat

mengikutsertakan Pegawai Negeri atau Pegawai Tidak Tetap atas izin /
persetujuan Bupati.

Pasal II

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Bungo Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan /
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo ( Berita Daerah

Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 28 ) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang
melaksanakan perjalanan dinas.

(2) Dalam hal biaya perjalanan dinas tidak tersedia pada anggaran SKPD
yang melaksanakan perjalanan dinas, maka biaya perjalanan dinas dapat
dibebankan pada anggaran SKPD yang memiliki Program /Kegiatan.

(3) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal
biaya perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah tidak mencukupi untuk
tahun berjalan, maka Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli
dan Asisten Sekda dalam melakukan dinas untuk kepentingan Pemerintah
Daerah dapat menggunakan anggaran perjalanan dinas pada SKPD lain.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi Adc,
Supir dan Patwal yang menyertai perjalanan dinas tersebut, termasuk

perjalanan  dinas yang mengikutsertakan /mengikuti  istri  bagi
Bupati/Wakil Bupati/Sekda.

(5) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar

memperhatikan ketersediaan dana untuk melaksanakan perjalanan
tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

Pasal III

Peraturan Bupati ini berdaya laku surut sejak tanggal 1 November 2016.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati in1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2016

BUPATI BUNGO,

®

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR



